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BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 718TAHUN 2015

TENTANG
!

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PRINGSEWU,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan

dengan

penganggaran, pelaksanaan dan  pengawasan

pembangunan tahunan daerah, Pemerintah
setiap tahunnya wajib menyusun Rencan
Pembangunan Daerah;

Daerah
a Kerja

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiorjal dan

ketentuan Pasal 129 Ayat (2) Peraturan
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Menteri
tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata] Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah menyatakan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan

melalui Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebag
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu men
Peraturan  Bupati  tentang  Rencana
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pr
Tahun 2016;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan Negara (Lembaran Negara ﬁ

yaimana
etapkan
Kerja
ingsewu

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

286);

tentang

Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);




10.

. Peraturan Pemerintah Nolrnor 79 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Keuangan Negara (Lembaran Negara R

tentang
Jawab
epublik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang

Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Py

tentang
sat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara K

epublik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4{700);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008

tentang

Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi

Lampung (Lembaran Negara Republik In
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-un

donesia
Negara

tentang
dangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
sebagaimana telah diubah beberapakali |
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

epublik

tentang
epublik
nbahan
- 5587)
lerakhir
2015
n 2015
epublik

tentang
Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 NomoJ' 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik In
Nomor 4578);

Pedoman Pembinaan dan Peng

donesia

tentang
wasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom
Tambahan Lembaran Negara Republik In
Nomor 4593);

or 165,
Fionesia
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18.

19.

14.

16.

. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nor

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lgmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ir}donesia

Nomor 4663);

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007

Daerah

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah

Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembarani
Republik Indonesia Nomor 4693);

Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 |tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendal
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

an dan
Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R
Indonesia Nomor 4815);

epublik

Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Tahun
Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesig Tahun

2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tghapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan B
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahu
tentang Pembentukan Préoduk Hukum Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penge

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Tahun 2015;

Tahun 2010 tentang Urusan Pemert
Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kal
Pringsewu Tahun 2010 Nomor O1};

valuasi
(Berita
517);

n 2014
(Berita
32);

Tahun
ndalian
Daerah

mor 01
ntahan
upaten




Menetapkan

21.

22.

23.

24.

PERATURAN BUPATI
PEMBANGUNAN
PRINGSEWU TAHUN 2016

H

N
i

Tahun 2010

Keuangan Daerah
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Npmor 07
tentang ' Pokok-Pokok Pengelolaan
(Lembaran Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Npmor 02

Wilayah

Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 (Lgmbaran

Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Na

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunar
Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahy
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsew
2012 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu N¢
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ps
Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Ka

mor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03

Jangka
n 2005-
u Tahun

bmor 16
Jangka
ingsewu
bupaten

Pringsewu Tahun 2012 Nomor 16}, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan

Daerah  Kabupaten

Pringsewu Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 02)

MEMUTUSKAN:

TENTANG RENCANA
DAERAH  (RKPD)

Pasal 1

KERJA

KABUPATEN

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016

disebut
Dokumen

selanjutnya
adalah

yang
Pringsewu

RPJMD  Kabupaten
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu

untuk

Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2011

sampai dengan 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD)

Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 yang selanjutnya
disebut RKPD Kabupaten/Pringsewu adalah Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Pringsewu periode 1 (satu) Tahun untuk
Anggaran 2016. :

Daerah  Kabupaten

Tahun




PRI

3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) adalah Rencana Kerja Tahunan dari

Satuan

Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD
pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

adalah

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pringsewu yang melaksanakan

urusan

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

| Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Ka
Pringsewu  Tahun 2016  merupakan D

bupaten
pkumen

Perencanaan Pembangunan Tahunan sebagai perjjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016

Pasal 3

Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016, disusun dengan sis{imatika

sebagai berikut :
a. Babl Pendahuluan :

Berisikan uraian dan | penjelasan tentan

g latar

belakang, dasar hukum, penyusunan, hybungan

antar dokumen, sistematika penyusunan
RKPD serta maksud dan tujuan.

Ranwal

b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahuyn 2014

dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemeriri

tahan :

Berisikan uraian tentang hasil evaluasi RKPD tahun

sampai dengan tahun 2014, kondisi
demografi, pencapaian kinerja penyelen
pemerintahan, dan permasalahan pembangun

geografi
ggaraan
an.

c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daeqah dan

Kebijakan Keuangan Daerah :

Berisikan penjelasan tentang Kondisi K
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 20

tkonomi
14 dan

Perkiraan Tahun 2016 yang antara lain imdikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber{sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekdgnomian

daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
dan pembiayaan daerah.

d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan D

Berisikan  perumusan  prioritas dan
pembangunan daerah berdasarkan hasil

daerah

nerah :

sasaran
analisis
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terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun

2014 dan capaian kinerja yang direncanaka
RPJMD, identifikasi isu strategis dan
mendesak ditingkat daerah dan nasional.

Bab V  Rencana Program dan Kegiatan
Daerah :

Berisikan rencana program dan kegiatan
daerah yang disesuaika dengan kem
keuangan daerah. o

Bab VI Penutup :

Memuat kaidah pelaksanaan dalam pen)
Rencana Kerja SKPD dan harapan dukung
seluruh stakeholder demi terlaksananya
pembangunan daerah tahun 2016.

Pasal 4

n dalam
masalah

Priorits

prioritas
ampuan

yusunan
yan  dari
kegiatan

Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerahi (RKPD)

Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 seba
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.

baimana

merupakan dokumen yang secara substansial
menerjemahkan dan menjabarkan visi, misi dan

program kepala daerah yarig ditetapkan
Rencana Pembanjunan Jangka Menengah

melalui
Daerah

kedalam program dan kegiatan pembdngunan

tahunan daerah.

memuat arahan operasional pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan tahunan bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

seluruh
dalam

menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pgrangkat

Daerah (Renja-SKPD).

merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam
menentukan Kebijakan Umum APBD dan pepentuan
prioritas serta pagu anggaran sementara yang

selanjutnya digunakan sebagai acuan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Daerah (APBD).

merupakan salah satu instrumen evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

merupakan pedoman Satuan Kerja Perangkat

dalam
Belanja

kinerja

Daerah

(SKPD) dalam melakukan penyempurnaan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2

D16.




Pasal 5

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan
program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2016

yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja
SKPD Tahun 2016.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perepncanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam meletakkan
program prioritas pembangunan Tahun 2016.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
melakukan pemantauan dan pengendalian program
prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 7

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam
lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisah]ran dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada |tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kapupaten
Pringsewu. :

Ditetapkan di PringsewP

.

pada tanggal 8 el 2015

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal ‘g 1ei 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH UPATEN PRINGSEWU,

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR | t8
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